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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang penulis buat, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Disparitas pidana denda pada putusan tentang tindak pidana ITE yang 

memiliki muatan melanggar kesusilaan di Indonesia terjadi karena merujuk 

Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dimana hanya ada hukuman pidana denda 

maksimal Rp 1.000.000.000-. tanpa adanya hukuman pidana denda 

minimum. Karena itu pada 10 putusan yang diteliti, memiliki range tuntutan 

pidana denda tertinggi Rp. 500.000.000,- dan pidana denda terendah Rp 

500.000-, serta pidana subsidair tertinggi selama 5 bulan kurungan dan paling 

rendah 1 bulan kurungan. 

2. Pertimbangan hakim dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana 

ITE yang memiliki muatan melanggar kesusilaan di Indonesia. Dibagi 

menjadi dua pertimbangan, pertama pertimbangan hakim yuridis terdiri dari 

dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, barang bukti 

beserta fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, pertimbangan non 

yuridis terdiri dari pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan, 

pertimbangan usia terdakwa serta pertimbangan hubungan terdakwa dengan 

korban. 

 

 

 



2 

 

  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan yang penulis sampaikan di atas, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Anggota legislatif dan presiden sebagai pembentuk peraturan perundang-

undangan terkhusus dalam Undang-undang ITE agar merevisi ancaman 

hukuman denda dengan memberi batas maksimal dan minimum agar tidak 

terjadi disparitas pidana yang mencolok. 

2. Sebaiknya masyarakat lebih bijak lagi dalam penggunaan layanan media 

sosial dan berpikir kembali dalam pengunggahan konten-konten atau 

kalimat-kalimat kedalam media social. Sebaiknya pemerintah juga 

melakukan pengawasan/memfilter terhadap pemblokiran media social 

yang mengandung konten/kalimat negatif pada penggunaan layanan media 

sosial agar memperkecil terjadinya kejahatan terhadap tindak pidana ITE. 
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